BUPATI K PALA DAERAH TIN GAAT II ACEH SINGKIL
SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORG. NISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAy RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATY ACKH QINGKTT,

M:nimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1999 maka untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dibidang Pertanian Tanaman secara berdaya guna dan berhasil guna
maka perls membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian
| anaman Pangan Kabupaten Aceh Smngikil,
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Dacrah..

Mengingat  : 1. 7 dang-undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,

2. ' ulang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dacrah
" ukat-IT Aceh Singkil;
3« ang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4, Pe vuran Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Oionomi
Dacrah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat-II;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah;

6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1973 tentang Pola Organisasi ;
Pemerintahan Daerah dan Wilayah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan L'ata Kerja Dinas Pertanian ''anaman Pangan;

8. Keputusan Gubemur Kepala Dacrah Istimewa Aceh Nomor 21 Tahun 1999 tentang
*usunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat-II Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERA ['URAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Paval 1

Dalsm peraturan ini, yang dimaksud d=, n:
a,  iierah adalah Kabupaten Aceh Sm kil
b. ’cmerintah Daerah adalah Pemerin' .» Kabupaten Acch Singkil;



. apati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;

d. :-pala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil;

e  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Aceh Smgkil.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pge: ' 7

(++ nas Pertanian Tanaman Pangan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah
inerah dibidang pertanian tanaman pangan
(2; nas Pertanian Tanaman Panpan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
> 13 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah,

Pasal 3

Dinas Pertanian ‘l'anaman Pangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah Tingkat-I dibidang pertanian tanaman pangan

Pasal 4

Ry Cengganian fugss sebagamann tersebut dalam pasal 3, Dinas Pertanian
in Fangan Daeroh mermpuamm flirsgni
Sy Banan panimamm uriim Berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan
v *h Gubemur Kepala Daerah
b ivienyiapkan bahan bimbingan teknis dibidang pertanian tanaman pangan. ‘
¢ Menyiapkan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya
pokoknya
d  Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan
€. Menyiapkan bahan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya

{  Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat
usaha tani.

g Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tats usahs Dinas Pertamjan Tanaman
Pangan Daerah,

h *fenyiapkan bahan pengelolasn Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman
JNgan,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal §
1 Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daergh terdiri darj -

a. Kepala Dinas.

b Sub Bagian Tata Usaha

c  Seksi Produksi

d  Seksi Penyuluhan



Seksi Teknis

Cabang Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kelompok Jabatan Fungsional

oo thoo

2 Hagian Susunan Organisasi Dinas | ertanian Teneman Pangan Daerah adalah
hagaimana tercantum pada lempiran keputusan ini

Bagian Ketigu
Sub Bagian Tuta Usaha
Pasal 6

Sub Bagian Tata Ussha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan,
kepegawaian, keuangan daii uiaseii Guiwil,

Pasnl 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalem pasal 6, Sub Bagian Tata
Usaha mempuryai £
a  ‘felaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serla pembinaan
1Anisasi dan iata laksana.
b . fclaksanakan pengelolaan admmistrast keuangan
¢ ' claksanakan pengurusan kepegawaian, perlengkapan surat-menyurat dan
s umah tangpaan serta kehumasan

Pasal 8
Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a  Urusan Perencanaan;
b Urusan Keuangan;
¢, Urusan Umum,
Pasal 9

(17 + -usan Perencanaan mempunyai t.gas melakukan pengumpulan analisis dan
| myajian statistik, penyiapan bahan nerumusan rencana dan program, penyiapan
' poran dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana

(2) \ nsan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyispan bahan penyusunan
bahan rencans anggaran dan belanja :linas, pembukuan perhitungan anggaran dan
vui Fkasi Un peroendubiatasn

(3) Urusan Umum mempunyai tugss melskukan urusan kepegawaian, surat-menyurat
dan kearsipan serta urusan rumah tanpga dan perlengkapan.

Bagian Keempu
Seksi Produksi
FPasal 10

Schii Produksi mempunyai tugas mel ksanakan sebagian tugas Dinas Peranian
Tan aan Pengan Daerah dibidang produksi pertanian



Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Drocdins: mem=_=va
Thring ol
(1) Menylapkan bahali bimbingan penerapan paket teknologi anjuran xepac. -oll:
sesuai dengan tipe an ekologi lehan.
LR et han  ninpiyun. esaiizalig - Bha pen
perltgkitnm.  mutu pongolatan Aasd produkal  fiertaniln -
iharigiatid Il peedtulod meatar jan
i hidin  wvestzrsas Jdisn; analsis data pengembangan kelenaz:zan
rtanian ranaman pangan di Daerah.

Pasal 12

Scksi Produksi terdirt dary
a  Sub Seksi Teknologi Produksi;
n e ekeet Usuha Tani dan Pracy Panen, -
Wil Selak Peodayngunpan Lahan dan Sumbe Thayis

Pasal 13

(1. Sub Seksi Teknologi Produksi mempunyal tugas mengumpulkan dan menyusun
'an pembinaan penerapan teknologi anjuran kepada petani sesuai dengan tipe
1 ekologi lahan. i
(23 b Seksi Usshs Tani dan Pasca Punen TMENPUTY S ugis mengumpulkan dan
. +nyusun bahan pembinsan poemanfuatnn  lshar, penetipan  teknologi dan
P ungkatan mute pengolahan hasil grodoks petatian  serta perhitungan
kehilangan hasil produksi pertasfar fanamirn P di Dnerab
(3) Sub Seksi Pendayagunaan lLahas dan  Sumber daya mempunyal s
mengumpulkan dan menyusun bahan wwensarsasi dan analisa data pengembitizii
lahan dan sumber dava di Daerah

Bagian Kelima
Soksi Ienyululu,

Pasal 14
T 1 TugE Mtk aanian eshisue, Wi Difes  Perlomian
4 1 :IIIIH_'_=:- T."“': 15:‘ —I—"!””f ¢ UL .-le-d-J—-ii- S LEDTRE e Tl I|'-|'-II'

Pasal 18

Untuk  menyelenggarakan tugas sebagawnana lersebut dajam pasal 14, Seks
Penyuluhan mempunyai fungsi ;
8 Menyiapkan bahan pelaksanaan program, meltoda dan sistm Kerja penyuluhan
serta rekayasa sosial dan ekonomi
b Menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bmmbingan ketenagaan
penyuluhun,
Sy IRpknn Sahan Bmbmesn dan petgembuno kelettibagnan petanl
=fiaploan | haliin  seememaan, penguiann,  penyebgrsn dan  Sunbomian
“ipembengan materi penyutuhan



Pasal 16

Seksi Penyuluhan terdiri dari
a  Sub Seksi Tata Penyuluhan,
b Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Serana.

Pasal 17

(1} ¢ 1 Sehsi Tata Penyuluhan mempuny .l tugas memberikan pelayanan teknis dan
a4t mnstrasy kepada para penyuluh pe nian dalam penyusunsn dan pelaksanaan
;! opram penyuluban, identifikasi fak... penentu, rekayasa sosial dan ekonomi,
br. ingen serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

(2) Sib seksi kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana
kebutuhan dan mendsyagunakan tenaga penyulzh, merencanakan, mengadakan
dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan mater
penyuluhan serts memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh
pertanian dalam pembinaan dan pengembangan kelembagean penyuluhsn dan
perumusan serla penyiapan materi penyuluhan tani, penyelenggarasn kursus-
kursus tani dan penggunasn sarana

Bagitan Keenam
Seksi Teknik
Pasal 18

Seksi leknik mempunyai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Daerah dibidang pembingan teknis tanaman, pengkajian’
iklim dan tata guna tanah dan rehabilitasi lahan serta alat dan mesm pertanian

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 18 Scksi Tcknik

mempunyai fungsi :

a. Menyiapkon bahan bimbimgan pengamatan, pelaksanaan pengendalian pelayanan
informesi pengendalisn OPT dan pelsporan adanya serangan OPT, pemberian
s aber-sumber serangan eksplosi OPT, koordinasi pelaksanaan pengendalian OPT
seria bimbingan pengawesan pengecer dan pengguna pestisida.

b Menyiapkan behen penyebaran prototipe alat-alat mesin pertanian dan percobaan
bimbingan serta identiflkasi alat dan mesm,

c. Menyispkan bahan perencansan, penetapan pelaksanasn dan perumusan hasil
sarana lokesi kegiatan survey, pemetaan pengembangan, pemanfastan, rehabilitasi
dan pelestarian sumber daya lahan serta mwvestigasi dan mventarisasi lahsn
pertanian

Pasal 20

Sub Meknik terdiri dari :
4 ' i Seksi Perlindungan Tanaman
b U [ Seksi Alat dan Mesin Pertanian

¢ St. Scksi Tata guna Air dan Rehabilitasi Lahan



Bagian Pertama
TPasal 21

(1) Sub Scksi Perlindungan T naman mempunyai tugas mengumpulkan dan
menyusun  bahan  pembinain  bimbmgan pengamatan, melaksanakan
nengendalian, pelayanan infor 51, pengendalian OPT dan pelaporan adanya

'angan hama OPT, memberi banuan alat-alat, bahan dan biaya- operasional
:ngendalian  sumber-sumber serangan  eksplosi OPT  serta koordinasi
claksanaan dan pengguna pestic, ',

(2, ub Scksi Alat dan Mesin : urtanian mempunyai tugas mengumpulkan dan
rwiyusun bahan pembinaan penyebaran prototipe alat-alat mesin petanian dan
percobaan bimbingan serta identifiklasi alat dan mesin

(3) Sub Sekst Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan mempunyai  tugas
mengumpulken dan menyusun behan pembmaan perencanaan, penetapan
pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey, pemetaan,
pengembangen, pemanfaatan dan rehabilitesi dan pelestarian sumber daya lahan
serta investasi dan inventarisasi lahan pertanian.

BAB 111
Cabang Dinas Pertanian I 1aman Pangan Daerah
Kedudukan, tugas dan Fungsi
Pasal 22

(1) Cihang Dinas Pertanian Tan nan Pangan Daerah merupakan unsui pelaksana
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah yang mempunyai wilaysh kerja meliputi
satu atau beberapa kecamaten dals. wilayah Kabupaten Aceh Singkil -

(2) Cabang Dinas Peilanian Tumsmun Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Cabang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Daerah

Pasal 23

Calang Dines Pertanian Tanaman Pangen Daerash mempunyai tugas melaksanakan
seb>  n tuges Dinas Pertanian Tanamen Pangan Daerah suatu wilayah atau beberapa
Wil f hUuasillaian dsiau rabupsien Daerah Aceh Singkil.

Pasnl 24

Untux menyelenggaraakan tugas tersebut pada pasal 23, Cabang Dmas Pertanian

Tﬂlld.ll.l.ﬂ.l.l ;dll&dll L}dcl d;l H.l.@.l..llpl-uly (iJ- ru.ugm

a. melaksanekan penyiapan bahan perencanean pengembangan pertanian tanaman
pangan di wilaysh kerjanya

D. Melaksanakan Koordinas) pelaksana kegiatan teknis dibidang produksi usaha tam
dan penyuluh pertanian tanaman pangan di wilayah kerjanya

¢ Penyiapan bahan penyusun data -tatistik

d Penvusunan laporan pelaksana ugas Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan

-
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Susunan Grganisnsi
Pasal 25

(1) £ unan Organisasi Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daersh ferdiri dari
& ‘!.cpala Cabang Dinas,

Jrusan Tala Usaha;

Sub Seksi Produks:,

Sub Seksi Usaha Tani;

Kelompok Jebatan Fungsional

0o on o

(2) Bagian Susunan Organisasi Cabang Dines Pertanian Tanaman Pangan Daerah
adalah sebagaimana tercantum dalsm lampiran dan merupakan begian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Passl 2¢

Cabz: 5 Dmas Pertanian Tansman Par 1 Daerah dibentuk berdasarkan kriteria yang
ditetr~1zan Menteri Dalam Negeri

BABIV
Unil Pelaksana Telmis Dinos
Pasal 27

(1) Unit Pclaksana ‘l'eknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana
teknis operasional Dinas Pertanin1 Tanaman Pangan Daerah

(2) Untt Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Deersh

Pasal 2&

Pade Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis
Dinas {UPTD) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negari

BABY
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 29

(1) Kelompok Tabatan fungsional dilingkungan Dinas Pertenian Tanamen Pangan
Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pertanian tanamen pangan
sesuaj keahlian masmng-masing

(2% “elompok jabatan fungsionsl sebagaimana tertsebut pads ayat (1) dipimpin oleh

orang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah
.n tanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala-kepala Unit Pelaksana
cknis Dinas yang bersangkutan



Pa<al 30

(1" “elompok jabatan fungsionz ‘spat dibapi kedalam sub-sub kelompok sesuai
-ngan kebuthan dan masng-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional
enior

(2) vmlah tenaga fungsional diterrukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang

(3)- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peratiran undang-
undang yang berlaku

BAB VI
Pengangkatan Dalam Jabatan
Pasal 31
(1) Kepula Thnas Persaman Tanuman Pangin Duemh diangkat dan diberhentikan oleh
Gubaninr Kepals Daerah stas jsulan Bupati Kepala Daerah dengan mendapat
~wrtimbanpin Kepula Kantor Wilayeh Departemen Pertanian.

(2). Kepala Unt pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah diangkat
‘an diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Pertanian
- PTHATHERT Fanpen lJE.'.i.‘.THI'I

(3) .cpala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas [cilanian
‘Tanaman Pangan Daerah.

Bab VI
Tata ker)a.
Pagal 32

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dacrah, Unit Pelaksana
1~ Dinas, Kelompok Jabatan Fungsionat dan Cabang Dinas Pertanian Tanaman

[raceuh whnith |||ID‘.I|I‘_'.'.|.|:L.a."_ pprins:p EDofiknis stepranl dan sinls s - bal
TSEEN LT ASiusn DIFINEAn BESUa] FEngan tUges mnig-nihnng

Pasal 33

(1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daersh melaksanakan tugas berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah dan Bupati Kepala
Daerah.

() Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daersh diwajibkan memberikan
petunjuk, membma, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu
dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BADB YIN
Ketentuan Lain-lain
Pasal 34

Pgjalnt yang memimpin satuan Organisasi Ketatausahaan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Daerah, sehari-hari dissbut Seleretaris



Pasal 35

Peorubahan orgenisasi dan tata kerja Dwmas Pertanian Tanaman Pangan Daerah,
dilakukan bila ada ketentuan lebh lanjut dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh dan atau Menteri Dalam Negeri

Pasal 36

Dalam hat ini Xepela Dinas tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, Kepala
Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tatausaha atau salah satu Kepala seksi yang
ter!r » dan yang tertinggi pengkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persctujuan
Bu Kepala Deerah,

BAB IX
Ketentuan Peralihin
Pasal 37

Uniluk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Dacrakh dapat dilakukan oleh Dinas Pertsruan Tanaman Pangan Daersh berdasarkan
azas tugas pernbantuan

Pasal 38

Kriwria panbentukan Cabang Dmas Pertanian Tanaman Pangen Daerah, dan Unit
Pela: sona Teknis Dinas ditetapkan ote:: Menteri Dalam Negeri.

BABX
Ketentuan Penutup
Pasal 39

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
peraturan pelaksanaannya akan dietor lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala
Daereh.
Pasal 41
Peraturan Deerah ini berlalu pada tangpal diundangkan, agar setiap orang

me: . ctahuinya memerintahkan  pengundangan Peraturan Deerzh ini  dengan
e ontannya dalam Lembaran Daerah

DITETAPKAN DI~ SINGKIL
PADA TANGGAL  : 15 FEBRUARI 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/dto

MAKMUR SYAHPUTRA, SH




Diundangkan Dalam Lemb: an Daerah
abupaten Aceh Singkil pada tanggal 22 Februari 2000
Nomor 8 Tahun 2[’00
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